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DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No

Sasaran Program/ |
Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

Terselenggaranya
penyelesaian perkara di
lingkungan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara yang pasti
dan berkeadilan

)

. Persentase Penyeleséia'n“P'éfkara Tingkat

Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang
Tepat Waktu

)
90%

. Persentase Pényel_esaian Perkara Tingkat

Pertama di Lingkungan Peradilan Militer
yang Tepat Waktu

90%

Persentase Pengiriman Salinan Putusan

" Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat

Banding Kepada Pengadilan Pengaju di
Lingkungan Peradilan Militer

100%

. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan

Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan
Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di
Lingkungan Peradilan Militer

. Persentase Pengiriman Petikan/

Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding,
Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh
Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di
Lingkungan Peradilan Militer

96%

95%

Persentase Pengiriman Salinan Putusan
Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan
PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju
Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan
Militer

92%

. Persentase Putusan Pengadilan yang

Diunggah pada Direktori Putusan di
Lingkungan Peradilan Militer

90%

. Persentase Perkara yang Berhasil Diputus

dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di
Lingkungan Peradilan Militer

70%

Persentase Perkara Pidana yang
Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)
di Lingkungan Peradilan Militer

50%

Persentase Layanan Perkara Pidana yang
Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di
Lingkungan Peradilan Militer

50%

. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat

Waktu Pengadilan Tingkat Banding di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

99%

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat
Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara

85%




m. Persentase Pengiriman Salinan Putusan

Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat
Banding kepada Pengadilan Pengaju di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan

Putusan Tepat Wakiu oleh Pengadilan
Tingkat Pertama kepada Para Pihak di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

100%

- 100%

. Persentase Pengiriman Petikan/

Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding,
Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh
Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

. Persentase Putusan Pengadilan yang

Diunggah pada Direktori Putusan di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

100%

81%

. Persentase Perkara yang Menggunakan e-

Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara

100%

Persentase Penyelesaian Permohonan
Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara

44%

Terselenggaranya
layanan peradilan bagi
kelompok rentan di
lingkungan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara yang
mudah dan terjangkau

. Persentase Perkara yang dilayani melalui

Sidang di Luar Gedung di Lingkungan
Peradilan Militer

90%

. Persentase Perkara yang dilayani melalui

Sidang di Luar Gedung di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara

100%

Persentase Permohonan Pembebasan Biaya
Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara yang diselesaikan

60%

Terselenggaranya
dukungan teknis
penyelesaian perkara di
lingkungan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara yang
optimal

. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

3,8

. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara

3,8

Persentase Pengguna Bantuan Hukum di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
yang dilayani

100%

Terlaksananya dukungan
manajemen di lingkungan
Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha
Negara yang prima dan
optimal

. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara

. Nilai Kinerja Anggaran di'L'ingkungan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

76,5

91,50 |

. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis

Peradilan Militer

3,8




. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis 3,8
Peradilan Tata Usaha Negara

. Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal 3,8
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara
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Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara
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